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ABSTRAK

Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan
restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan
kasus anak. Konsep Diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik
dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan
menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Terdapatpermasalahan dimana belum ada
kebijakan dalam lingkup instansi Kejaksaan Republik Indonesia terkait konsep Diversi
sehingga tidak terdapat dasar peluang jaksa untuk melakukan Diversi terhadap Anak yang
berhadapan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,penelitian tesis ini
difokuskan berikut ini: Bagaimanakah kebijakan kejaksaan dalam penangananterhadap
anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia saat ini dan bagaimana implementasi
diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum setelah
berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,pendekatan
konseptual dan pendekatan terhadap 2 (dua) kasus diversi berdasarkan Penetapan
Pengadilan Mojokerto dan Pengadilan Pamekasan. Berdasarkan analisa disimpulkan
bahwa diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anakdari proses
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan
dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembalikedalam lingkungan sosial secara
wajar. Implementasi konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Anak yang
berhadapan dengan hukum dapat terlaksana, karena UU SPPA telah diatur konsep Diversi
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, sebagaimana hakim
yang telah mempunyai landasan dalam menerapkan diversi berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung No.14 Tahun 2014, maka diharapkan segera diterbitkan Peraturan
Kejaksaan Agung yang menjadi landasan hukum bagi pihak Kejaksaan sehingga dapat
mengimplementasikan Diversi secara tegas.

Kata Kunci : Diversi , Anak yang berhadapan dengan hukum, Kejaksaan.
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ABSTRACT

Based on a matter of interest, the child develops the concept of restorative
Jjustice and diversion concepts that need to be taken into consideration in handling
children. The concept of diversion is an alternative treatment of children in conflict with
the law so that children do not enter into the judicial process that will lead to stigma
against children. there are problems where there is no policy on the concept that there is
no basis Diversion prosecutor to conduct Diversion opportunities to children in conflict
with the law. Based on the description above can be formulated problems, among others;
How prosecutor in handling policy towards children in conflict with the law in Indonesia
today and Isdiversion application made by the Prosecutor against children in conflict
with the law in the criminal justice system can be as prevention of stigmatization brat. In
this study, using the approach of legislation and conceptual approach results obtained
following analysis, Diversion is intended to avoid and keep the Son of the judicial process
so as to avoid stigmatization of Children in conflict with the law and is expected to
Children can go back into normal social environment. Application of the concept
Diversion conducted by prosecutors against children in conflict with the law can be
implemented, because the Law SPPA has clearly and firmly apply the concept Diversion
against children in conflict with the law.

Keywords: Diversion, Children in conflict with the law, the Attorney.
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